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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan sistem drive 
thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dengan teknik pengumpulan data melalui 
kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di SAMSAT Jakarta 

Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, sistem drive thru terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib 

pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik 

implementasi peraturan maupun inovasi sistem layanan memegang 
peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi 

pihak SAMSAT untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kualitas 
layanan drive thru agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih 

dioptimalkan. 

Kata kunci: Implementasi Undang-Undang, Sistem Drive Thru, 

Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT, Pajak Kendaraan Bermotor 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pajak daerah merrupakan kontrirbusir wajirb kerpada daerrah yang terrutang olerh orang 

prirbadir atau badan yang dirgunakan untuk kerperrluan nergara bagir serbersar-bersarnya 

kermakmuran rakyat yang sirfatnya mermaksa berrdasarkan Undang-Undang derngan tirdak 

merndapatkan irmbalan sercara langsung. Hampirr serluruh wirlayah dir Irndonersira 

mernggalir poternsir perndapatan daerrahnya merlaluir pajak daerrah. (Khrirstirana & 

Pramersthir, 2020).  

Kerpatuhan wajirb pajak adalah faktor yang palirng perntirng dalam merreralirsasirkan targert 

pernerrirmaan pajak. Sermakirn tirnggir kerpatuhan wajirb pajak maka pernerrirmaan pajak 

akan sermakirn mernirngkat dan bergirtu pula serbalirknya. (Puterrir ert al., 2019). Serlairn irtu 

tirngkat kerpatuhan wajirb pajak kerndaraan berrmotor pun masirh terrbirlang rerndah. 
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Walaupun jirka dirlirhat sertirap tahunnya pernerrirmaan pajaknya mernirngkat, tertapir jumlah 

wajirb pajak yang mermbayar derngan yang terrdaftar tirdak serbandirng.  

Program pemutihan pajak melalui implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 

merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak agar dapat 

melunasi kewajiban pajak mereka dengan memperoleh keringanan atau penghapusan sanksi 

administrasi seperti bunga dan denda. tujuan dari pemutihan adalah untuk memberikan 

kemudahan kepada wajib pajak dalam memahami pentingnya menyelesaikan pembayaran 

pajak dan meningkatkan penerirmaan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan 

Provinsi. (Gizka & Kirana, 2024).  

1. Samsat Drive Thru yang merupakan layanan samsat di mana wajib pajak tidak perlu turun 

dari kendaraan untuk mengantre membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan lebih 

menghemat waktu. Drive thru merupakan sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan 

menggunakan perangkat bantu teknologi informasi (Pramadhana Wicaksana ert al., 2023). 

2. Berdasarkan pernerlirtiran terrdahulu mernjadirkan pernerlirtiran irnir mernjadir perntirng 

serbagair cerlah pernerlirtiran. Pernerlirtiran irnir berrtujuan untuk mernganalirsirs 

perngaruh irmplermerntasir Undang-Undang No.22 tahun 2009 dan sirsterm drirver thru 

terrhadap kerpatuhan wajirb pajak kerndaraan berrmotor. Objerk pernerlirtiran irnir adalah 

pada kantor SAMSAT Jakarta Tirmur.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pajak  

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya (Mardiasmo, 2016) menjelaskan bahwa 

bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayarkan warga negara ke kas negara berdasarkan 

undang-undang yang berlaku, namun warga negara tidak serta merta menerima imbalan 

(pengembalian). Pajak merupakan sumbangan berupa uang (bukan barang) yang dipungut oleh 

negara menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. 

Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang menunjukkan ketaatan dan kesadaran terhadap 

aturan dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk individu maupun entitas bisnis, yang mencakup 

pembayaran dan pelaporan pajak berkala sesuai dengan tarif pajak yang berlaku (Nugroho & 

Kurniawan, 2021). 

Kepatuhan wajib pajak sangat dihargai, dan Direktorat Jenderal Pajak atau badan pemerintah 

sering memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya 

dengan tepat. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan 

penerimaan negara, terutama di sektor perpajakan. 

Implementasi Undang – Undang No. 22 Tahun 2009  

Menurut A.B. Santoso (2019:123), implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Perpajakan adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan 

kemudahan kepada wajib pajak yang ingin melaporkan atau membayar pajak mereka dengan 

benar untuk memperbaiki laporan pajaknya dengan mendapatkan keringanan atau penghapusan 

sanksi administratif. 

Sistem Drive Thru 

Menurut Hakim (2023:89), Sistem Samsat Drive Thru adalah sebuah inovasi layanan publik 

yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 
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secara cepat dan efisien tanpa harus turun dari kendaraan mereka. Layanan ini dirancang untuk 

meningkatkan kenyamanan dan mengurangi waktu tunggu dengan menyediakan jalur khusus 

bagi kendaraan yang akan melakukan pembayaran pajak, sehingga proses administrasi dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dan mengurangi antrean di kantor SAMSAT. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan 

menggunakan Statistic Software. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Jakarta Timur. 

Populasi dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah pernah 

melakukan pembayaran pajaknya melalui sistem Drive Thru pada SAMSAT Jakarta Timur 

dengan sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui kuesioner. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan secara 

langsung melalui teknik penyebaran Kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan di SAMSAT 

Jakarta Timur dengan karakteristik yaitu: Berusia 18 ≥ tahun, memiliki kendaraan bermotor 

(Roda dua/Roda empat), sudah mengetahui tentang Implementasi Undang – Undang No 22 

tahun 2009 (Pemutihan Pajak) dan sudah pernah menggunakan Drive Thru dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor. 

Uji Validitas  

Uji validitas yaitu uji yang digunakan untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian itu 

mampu mengukur secara tepat apa yang mau diukur, Adapun uji validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan Korelasi Pearson Product Moment dengan 

membandingkan rhitung   dengan rtabel   sebesar 0,195 dengan taraf 0,05. Dimana hasil Uji 

Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dengan 7 butir pernyataan, 

Implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 (X1) dengan 6 butir pernyataan serta 

Sistem Drive Thru (X2) dengan 5 butir pernyataan dapat dikatakan valid dikarenakan nilai 

rhitung   > 0,195. 

Uji Reabilitas  

Hasil Uji reabilitas dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 

0.661 > 0.60 , Implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 (X1) sebesar  0.661 > 0.60 

dan Sistem Drive Thru (X2) sebesar 0.675 > 0.60 sehingga dapat dikatakan semua variabel 

dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. 

Uji Normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah data dalam penelitian terdistribusi normal atau 

tidak yang dimana Uji ini dikatakan Berdistribusi normal jika nilai signifikan nya itu lebih dari 

0,05. Pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dapat dikatakan bahwa nilai signifikan menunjukkan 

nilai 0,103 > dari alpha 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh data yang digunakan pada 

penelitian ini berdistribusi normal. 
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Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Linieritas  

Uji linearitas digunakan sebagain bahan untuk mengetahui adanya status linear atau 

tidak dalam data penelitian. Dalam penelitian ini uji linieritas membantu peneliti untuk 

mengukur apakah adanya alat ukur linier atau tidak linear. Untuk menguji linieritas dalam 

penelitian ini dengan Deviation for Linearty. Adapun hasil uji linieritas pada penelitian dapat 

disimpulkan bahwa variabel Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 dan Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang linier dengan nilai Deviation for 

Linearty sebesar 0.151 > 0,05 begitupun variabel Sistem Drive Thru dan Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang linier dengan nilai Deviation for Linearty 

sebesar 0.183 > 0,05. 

Uji Multikolinieritas  

Uji multikoliniearitas pada penelitian ini digunakan untuk mendeteksi korelasi yang 

kuat antar variabel independen dalam model regresi liner berganda. Hasil dalam penelitian ini 

yaitu nilai dari tolerance sebesar 0,750 > 0,10 untuk dua  variable Implementasi Undang – 

Undang No 22 tahun 2009 (X1) dan Sistem Drive Thru (X2) dan untuk nilai VIF yaitu sebesar 

1.333 < 10 untuk dua variabel yaitu Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 (X1) 

dan Sistem Drive Thru (X2) Dimana dapat disimpulkan bahwa variable independen yang 

digunakan pada penelitian ini tidak mengalami multikolonieritas. 

Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat varians yang 

konstan atau tidak dari residual model yang terbentuk. Adapun alat uji dalam uji 

Heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji Spearman's rho. Dengan 

hasil nilai Sig. (2-tailed) pada variable Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 (X1) 

sebesar 0.212 dan untuk nilai Sig. (2-tailed) pada variable Sistem Drive Thru (X2) yaitu sebesar 

0.164 dimana dari hasil uji masing masing variabel > 0.05 dimana dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadinya heteroskedastisitas. 



Jurnal Akuntasi dan Keuangan Entitas Vol. 4, No. 3 Oktober 2024 
 

5 
 

Setiadi, Dian Wijayanti, Putri Nisrina Salsabilla (Determinan Implementasi Undang – Undang No.22 …) 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

Uji Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih dari 

variabel independen terhadap satu variabel dependen,baik secara parsial maupun secara 

simultan, Dimana uji regresi linier berganda bisa dilihat pada tabel berikut: 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Y = 3.503 + 0.687 (X1) + 0.419 (X2) + e 

a. Konstanta sebesar 3.503 menyatakan jika variabel Implementasi Undang – Undang No 22 

Tahun 2009 (X1) dan Sistem Drive Thru (X2) menunjukkan pengaruh yang searah karena 

bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen termasuk X1 dan X2 

dengan nilai 0 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 3.503. 

b. Nilai Koefisiensi variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 memiliki 

hubungan yang positif berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai 

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 naik sebesar 1, maka kepatuhan wajib 

pajak naik  sebesar 0.687. Sebaliknya, apabila turun sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak 

turun sebesar 0.687 dengan asumsi variabel lain konstan. 

c. Nilai Koefisiensi variabel Sistem Drive Thru memiliki hubungan yang positif berbanding 

lurus terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai Sistem Drive Thru naik sebesar 1, 

maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.419. Sebaliknya, apabila turun sebesar 1, maka 

kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0.419 dengan asumsi variabel lain konstan. 

d. Eror of the estimate (e) sebesar 1.721 mewakili perbedaan antara nilai aktual variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dan nilai Y diestimasi oleh model. Eror 

estimasi mengandung variabilitas yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel Implementasi 

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 (X1) dan Sistem Drive Thru (X2). 

Uji Hipotesis Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk membandingkan uji  thitung  dengan  ttabel  dan untuk uji t 

menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen dan menggunakan tingkat dari signifikasi sebesar 0,05 dan degree of freedom 

(df) = 100-3-1 = 96. Nilai ttabel sebesar 1,664 
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Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji-t) 

 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 

2009 terhadap kepatuhan wajib pajak nilai thitung 10.566 > ttabel 1.664 maka variabel 

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak secara parsial. 

2. Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Sistem Drive Thru terhadap kepatuhan wajib 

pajak nilai thitung 5.528 > ttabel 1.664 maka variabel Sistem Drive Thru berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. 

3. Apabila hipotesis ditentukan berdasarkan nilai signifikansinya, maka nilai signifikansi kedua 

variabel bebas tersebut, masing-masing 0.000 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kedua variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. 

Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)  

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis guna mengetahui apakah adanya pengaruh 

dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji-F) 

 
Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Uji hipotesis secara simultan antara variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 

2009 dan Sistem Drive Thru  dengan Kepatuhan Wajib Pajak nilai Fhitung 133.709 > Ftabel 

3.090. maka dapat diambil Kesimpulan bahwa kedua variabel (X1) dan (X2) berpengaruh 

terhadap Y secara simultan. 

2. Apabila hipotesis ditentukan berdasarkan nilai signifikansinya, maka nilai signifikansi 

kedua variabel bebas tersebut, masing-masing 0.000 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan. 
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Uji Koefisien Determinasi 𝐑𝟐 

Uji Koefisien Determinasi R2  digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun nilai dari koefisien determinasi (R 

square ) dimana berkisar dari nol sampai dengan satu . 

Hasil Koefisien Determinasi 𝐑𝟐 

 
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menjadikan nilai R2 = 0.734 hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 (X1) dan 

Sistem Drive Thru  (X2), mampu menjelaskan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y) 

sebesar 73.4% sedangkan sisanya 26.6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Variabel lainnya seperti Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi 

Perpajakan, Pelayanan Perpajakan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Dari hasil Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Implementasi Undang-Undang 

No.22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan  nilai thitung 10.566 > ttabel 

1.664 maka variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak secara parsial. Artinya, semakin baik implementasi UU No. 22 Tahun 

2009, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, karena Dengan implementasi yang efektif, UU No. 22 Tahun 2009 

memberikan rasa kepastian hukum bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem hukum 

pajak berjalan adil dan transparan, kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak meningkat. 

Akibatnya, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.  

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009  yang baik berarti aparat penegak 

hukum bekerja lebih efisien dalam mengawasi dan menindak pelanggaran, sehingga 

memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan guna menghindari denda atau 

sanksi yaitu dengan adanya pemutihan pajak. implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 

2009 yang baik juga memastikan bahwa wajib pajak merasa diawasi, diberikan informasi yang 

jelas, dan memiliki akses mudah untuk memenuhi kewajiban mereka, yang pada akhirnya 

meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. 

Pengaruh Antara Sistem Drive Thru  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Dari hasil Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Sistem Drive Thru  terhadap 

kepatuhan wajib pajak nilai thitung 5.528 > ttabel 1.664 maka variabel Sistem Drive Thru  

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Artinya, semakin baik penerapan 

Sistem Drive Thru dalam layanan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak karena 
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sistem ini membuat proses lebih praktis, mengurangi waktu, serta menurunkan beban 

administratif bagi wajib pajak. 

Sistem Drive Thru memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan proses 

administrasi seperti pembayaran pajak tanpa harus meninggalkan kendaraan mereka. Hal ini 

mempercepat waktu pelayanan dan mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan 

kewajiban mereka tanpa melalui proses yang berbelit-belit.  

Dengan sistem ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi pajak 

berkurang secara signifikan. Wajib pajak tidak perlu mengantre lama di kantor pajak atau 

berhadapan dengan prosedur yang rumit. Pengurangan waktu tunggu ini membuat pengalaman 

wajib pajak menjadi lebih baik, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan karena mereka tidak 

merasa terbebani oleh proses yang memakan waktu. Sistem ini memungkinkan akses yang lebih 

baik bagi wajib pajak yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas. Dengan 

adanya opsi untuk melakukan transaksi pajak dengan cepat dan mudah, lebih banyak wajib 

pajak yang merasa nyaman untuk memenuhi kewajibannya. 

Pengaruh Antara Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan Sistem Drive 

Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan hasil Uji hipotesis secara simultan antara variabel Implementasi Undang-

Undang No.22 Tahun 2009 dan Sistem Drive Thru dengan Kepatuhan Wajib Pajak nilai 

Fhitung 133.709 > Ftabel 3.090. maka dapat diambil Kesimpulan bahwa kedua variabel (X1) 

dan (X2) berpengaruh terhadap Y secara simultan. pengaruh simultan dari kedua variabel ini 

mengindikasikan bahwa sistem perpajakan yang lebih jelas dan mudah diakses akan mendorong 

wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban mereka. 

Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 menciptakan landasan hukum yang jelas tentang 

hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan aturan yang jelas, wajib pajak lebih memahami apa 

yang harus dilakukan, mengurangi kebingungan yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan. 

Kejelasan ini juga memberi wajib pajak rasa keadilan, sehingga mereka lebih bersedia 

mematuhi peraturan. 

Disisi lain, Sistem Drive Thru yang memudahkan proses administrasi pajak membuat 

layanan lebih cepat dan sederhana. Wajib pajak yang merasa prosesnya mudah dan tidak 

memakan banyak waktu cenderung lebih patuh karena hambatan seperti prosedur yang rumit 

dan antrian panjang telah diminimalisir. Ini menurunkan beban administratif, sehingga 

mendorong wajib pajak untuk taat.  

 

KESIMPULAN  

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu Implementasi Undang – 

Undang No 22 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan 

bermotor di SAMSAT Jakarta Timur demikian juga Sistem Drive Thru berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Timur serta Implementasi 

Undang – Undang No 22 Tahun 2009 dan Sistem Drive Thru secara simultan berpengaruh dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Timur 
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